
 

 
 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
NOMOR 25 TAHUN 2015 

 
TENTANG 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR PELAYANAN 
TERPADU KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang 

berkualitas, transparan, akuntabel, mudah, murah, 
cepat, patut, adil, dan partipatif pada Kantor 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara, 
perlu mengatur dan menetapkan Standar Operasional 
Prosedur (SOP) atas setiap produk pelayanan dan 

prosedur pelayanan yang diberikan pada Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 

b. bahwa agar Standar Operasional Prosedur (SOP) 
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dapat 

dijadikan sebagai landasan yuridis yang harus ditaati 
oleh stackholder yang berkompeten dalam memberikan 
pelayanan, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan 

Bupati; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional 

Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor  9, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

SALINAN 



2 
 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 
 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua atas Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 
 
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) 

Administrasi Pemerintahan; 
 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 

tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman 
Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit 

Pelayanan Instansi Pemerintah; 
 
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk 
Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 
 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu 

Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2006 Nomor 15 
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Seri D Nomor 1); 
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang 
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara 

(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2006 Nomor 10 Seri D Nomor 1); 

 
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Kantor 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Hulu Sungai Utara 
(Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 
2008 Nomor 8 ); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSEDUR (SOP) PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU 
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. 
 

 

 
Pasal 1 

 
Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Kantor Pelayanan Terpadu 
Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 2 

 
Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 
 

Ditetapkan di Amuntai 
pada tanggal        Juli 2015  

 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

 CAP/TTD 
 

     H.ABDUL WAHID HK 
Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal         Juli 2015  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
       HULU SUNGAI UTARA, 

 
 CAP/TTD 

 
     H. EDDYAN NOOR IDUR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN  HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2015 NOMOR 25.  


